Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 230/B/2017/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di
Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor
117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam\“p%rﬁara

X
antara : S

A

% ;”%»
DRS. H. DJAHRANI MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia,,?’beralamat di
Jalan Cendana | No. 28 Kayu Tangi-Rt. 001/ Rw. 001
e\

Kelurahan Sungai Miai Kecafng’fan Banjarmasin Utara,

Kota Banjarmasin, pekerjaan\peﬁsiunan;

Y
Dalam hal ini membﬁgfkﬁn Kuasa kepada : MUKHTAR
YAHYA DAUI%S.Z*H.\ Kewarganegaraan : Indonesia,

e

kO
Pekerjaan ﬁ%d%/'okat, pada Kantor Hukum Mukhtar Yahya
“

{ 4y
Daud,8:H;-dan Rekan di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu

N

NOQ\O9 RT 18 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan

~ “»Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan Surat
4 Y

A
“? ) Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2017;
N Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;
e d
Q¥

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan
di Jalan Panglima Batur Timur No. 1 Banjarbaru; ----------

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada;

1. Nama :Sumardi,S.H;
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Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,

Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru; ---

2. Nama : Husnayadi, S.H,M.H;
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan pada

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Kalimantan Selatan ;------===-========---

o NPy
3. Nama : Anna Nur Pratiwi, S.ST; ,.\"
Jabatan : Analis Permasalahan Pertarga;t)gﬁ’ pada
by Sy
Seksi Pengkajian dan Pena@g%han Sengketa

dan Konflik Perta?ahaﬁ' Kantor Wilayah
4y

N . L.
Badan Pertanah@n‘y Nasional Provinsi

Kalimantan.Selatan;
Kesemuanya berkem(aif@af’negaraan Indonesia, beralamat :

Pada Kantor «‘Pgttanahan Kota Banjarbaru Di Jalan
o,

Panglima @:gatdr Timur No. 1 Banjarbaru, berdasarkan

Y
Surig.iKgé%a Khusus Tanggal 07 Februari 2017; --------=-----
Wgé‘:;a%jutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;
2. HAYATU&,_éf—‘;& AINUN, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Ibu
g Vi

\ 3,}? Rumah Tangga beralamat di Jalan Raya Krisna No. 4 Rt.

45
Aﬁf“‘gm 37 Rw. 007 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan

Q%

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;-----------------=---

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. H.Yudhi Fadillah, S.H.,

2. Ishfi Ramadhan ,S.H.,M.H.,

Keduanya Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan
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Advokat, pada Kantor di Jalan Rawasari XXIlI Komplek
Purnama E No. 1 Rt. 56. Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ber-
dasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Februari 2017; -

Selanjutnya disebut sebagai TERRGUGAT Il INTERVENSI/

TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : w0
Ny
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;Eiakarta

A1 %

| —

Nomor : 230/B/2017/PT.TUN.JKT. tertanggal 25 Agustusg‘%@l? tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memu;gé?berkara ini; ----

o ¥

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Ne%ﬁajBanjarmasin Nomor:

2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 201]7»\;y3ng dimohonkan banding ;

PO\
3. Berkas perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN.BIM. dan surat-surat lain yang
£ e Y
berhubungan dengan perkara |n|“
A Y
N

TENTAN,GABUDUKNYA SENGKETA
N
O

e

Memperhatikaii ﬁan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

e

sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
4,

o
Banjarmasin ?Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 yang

2, \?‘}w’
amam&a Herbunyi sebagai berikut :
N
MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi
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tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.744.150, (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima

puluh rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nd{ﬁ%?’:
- \\;"‘ .

2/G/2017/PTUN.BJM. tersebut diucapkan dalam persidangan xgnﬁ”iérbuka
.
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 dengandihadiri oleh
Yoy,

. AL ¥
Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hq}z{;‘lm Tergugat |l

{4y
Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum fg}@’ugat/Terbanding ;-

Bahwa putusan Pengadilan Tataf?ﬁgaha Negara Banjarmasin
Ry,
tanggal 08 Juni 2017 Nomor : 2/G/Qj0?f77PTUN.BJM. telah diberitahukan

kS

kepada pihak Tergugatﬂerbandgﬁg;aengan Surat Pemberitahuan Putusan

&

pada tanggal 08 Juli 2017 ; -
N\

{ A

Bahwa terhag&p\flyutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjar-

*‘\\V*‘\
masin Nomor :.2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 tersebut,

Py,

Penggugaﬂﬁémb”anding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan

Tata g,gs’aﬁa“”;Negara Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan
Ak‘;@ “*Iﬂ3»ermohonan Banding Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM.,permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding dan

Tergugat Il Intervensi/Terbanding pada tanggal 14 Juni 2017 ; ---------=-=-------

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori  Banding

tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
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Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2017, Memori Banding
tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding Tergugat I
Intervensi, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tertanggal 19 Mei 2017 yang pada pokoknya

mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat sekgrg‘rlg

Y
Pembanding tersebut ; ?
2. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untu;k‘j*‘%enundaan

-
atas objek sengketa sampai dengan adanya F?jg.ti%lsan Pengadilan

{45
yang telah mempunyai kekuatan hukum Letaﬁ;

AN
DALAM POKOK PERKARA : A v

1. Mengabulkan gugatan Pengfgjﬁgjét sekarang Pembanding untuk

. &

seluruhnya; N

/ A.%; ‘

2. Menyatakan ba@lf;atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha
A
Negara, y%ituxf‘é’fértifikat Hak Milik No. 933 Kelurahan Kemuning,
&N

Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi

Igaf[mdhtan Selatan NIB.17.11.74.01.02891 Surat Ukur tanggal 15
%, }

4

{glxij‘ésember 2014, seluas 2.989 m2 SU.No.744/KMN/2014
o

%, Martapura tanggal 03 Maret 2000 atas nama Pemegang Hak Objek

,«\%; \
.

Sengketa HAYATUS SIFA AINUN;

3. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut
Sertifikat Hak Milik No. 933 Kelurahan Kemuning, Kecamatan
Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

NIB.17.11.74.01.02891 Surat Ukur tanggal 15 Desember 2014
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seluas 2.989 m2 SU. No.744/KMN/2014 Martapura tanggal 03
Maret 2000 atas hama Pemegang Hak Obyek Sengketa HAYATUS

SIFA AINUN;

4. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding Il Intervensi/

Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam

sengketa ini;

Bahwa Tergugat Il Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memeri
INY

Banding tertanggal 06 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pé;igédilan
§ )} 4

A

Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 06 Juli 2017, v,‘@‘rﬁra Memori
Banding tersebut telah disampaikan kepada Pengglig*éypembanding dan

RN\
Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahua;nxj;n Penyerahan Kontra

AN
Memori Banding Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM:tertanggal 06 Juli 2017 yang
Y
pada pokoknya mengemukakan keberatgrlgfli;éﬁeratan sebagai berikut : ---------

L

T,
1. Menolak permohonan yp’é'nwding Pembanding ;

&Y
%

“
2. Menguatkan eusugé’n Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin No.

02/G/2017bff5ﬁ46N.BJM tanggal 08 Juni 2017 yang dimintakan

Ty #
.
banding;
4,
O 4

3. .;Nyéhghukum Pembanding membayar biaya perkara ; ------------------

&

&:? tBahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat
QN

berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN.BJM. tertanggal 02 Agustus 2017 ; -----------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
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Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM., yang dimohon banding, di -

ucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Juni
2017dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding,
Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum

Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN. BJM. tanggal 08 Juni 2017, Penggggat

b%

/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Juni 2017*%pablla
dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang dlajukamnggugat /
ANY

Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha @@3&3 Banjarmasin
oy

Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni ZQW maka pengajuan
banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana

ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. S,Jﬂ'ahun 2009 tentang Perubahan

«\‘w\v

Kedua Atas Undang-Undang Nomo‘g&%\ﬁ\éhun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sehingga per@oh@ﬁ%ﬁ banding tersebut secara formal dapat

Y

diterima ; -
(™
w\;‘*

Menimbang j?ahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negarg §§;‘farmasm telah tepat dan benar sebagai berikut : --------------

Bag\;%; zuasa hukum Tergugat/Terbanding pada saat Pemeriksaan
Pers*ailgn}pada tanggal 14 Februari 2017 telah menyatakan bahwa Sertifikat
QY

Hgk Milik Nomor 4339 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 933
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan , Kota Banjarbaru oleh

karena pemekaran Wilayah dari Kabupaten Banjar ke Kota Banjarbaru ; -------

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 pada saat Penggugat/

Him. 7 dari 11 him. Put. No.230/B/2017/PT.TUN.JKT.
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Pembanding membersihkan lahan dan melakukan pematokan keliling
Penggugat/Pembanding sudah mendapatkan foto copy sertifikat hak milik
Nomor 4339 (Banjarbaru dan atas dasar Sertifikatnya Nomor : 79/SKT.KBR
/1999 tanggal 29 Mei 1999 dengan alamat Kresna Raya No.4 Beruntung

Jaya (vide bukti P.26) ; .

Menimbang, Penggugat/Pembanding mendaftarkan gugatannya di
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 2017,
maka berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun Jf&gt']o

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka gugatan%Egnggugat/

A,
oy
Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (&&\’ onvarkelijke
ﬁw
verklaard) ; -----
D\

Menimbang, bahwa setelah mempelajarl,wéengan seksama putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasi \::jiTomor 2/G/2017/PTUN.BJM.
tanggal 08 Juni 2017 beserta seIurM%?kas perkara yang dimohonkan
banding a quo, Majelis Hakim TW%K&T Bandlng pada akhirnya sependapat

dengan pertimbangan pengaﬁﬁan tingkat pertama yang menyatakan sudah
4y

tepat dan benar ; G

Menlgﬂqﬁg, bahwa setelah mencermati memori banding dari
PenggugattQBm’bandmg dan kontra memori banding dari  Tergugat Il
Intervgps;ﬂ'erbandmg ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

""‘R‘m

te@d‘\@pat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan
Y

Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama .

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha
Banjarmasin Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 telah tepat

dan benar oleh karenaitu Pengadilan tingkat banding mengambil alih
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pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara
dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi
hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan Pengadilan tingkat

pertama dianggap termuat kembali dalam pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 2
/G/2017/PTUN.BJM. tanggal 08 Juni 2017 yang dimohonkan bqn@igg

AN ¢
haruslah dikuatkan; Q)

Sy ?
d

X —

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110‘%Uﬁ§5;g—Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Axfa§ HyUndang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uigflé}%;gara, maka kepada
pihak yang kalah dalam perkara ini dihukgrﬁl gmdk membayar segala biaya

) ‘i&}‘v\"
perkara yang timbul pada ke dua’-tingkat peradilan, yang untuk

tingkat banding besarnya ditetapkaﬁﬁf‘ éébagaimana tertuang dalam amar

\M"?‘“' b4
putusan ini; e A 5
CAY
(A~

Mengingat aks n-Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua. Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
T,y
Peradilan ;[éta« "Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang
a

bersayggkigfié?l dengan perkara ini.

L)

e MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -------
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor 2/G/2017/PTUN.BJM tanggal 08 Juni 2017 yang dimohonkan

banding;
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- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara
pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --------------

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Kamis,
tanggal 02 Nopember 2017 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.

M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
AN
Jakarta sebagai Ketua Majelis, SIMON PANGONDIAN SINAGA, Sttf:, dan

A1 %

| —

SASTRO SINURAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim> Anggota,

_
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang ter@gk% untuk umum

o, Y
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis t%;§epdt dengan didampingi

o, Y

para Hakim Anggota serta dibantu oleh ANIWKHAIRANI FATIMAH, S.H,
A

S\
sebagai Panitera Pengganti pada Pen.ga;dikayn Tinggi Tata Usaha Negara

A, ey, ¥

Jakarta, tanpa dihadiri oleh pih;gi}\-:’bihak yang berperkara maupun

&
kuasannya. z e
N
LYY
Hakim Anggotal, <\~ Ketua Majelis,
ttd. O ttd.
4 & ‘”:
P
)
A
SIMOJ\\Q‘PANGONDIAN SINAGA,SH. NURNAENI MANURUNG,S.H.,M.Hum.
S
QN
Hakim Anggota I,
ttd Panitera Pengganti

ttd.

SASTRO SINURAYA, S.H.,

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 107.000,-

2. ATK i Rp. 45.000,-
3. Redaksi .................. Rp.  5.000,-
4. Meterai ..........c....... Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp. 87.000,-

Jumlah ............... Rp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

UNTUK SALINAN <
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKAR?

Plt. PANITERA, A
¥
¢

oy,
QS
T, Y
R

MARUBA SILALAHI, S.H. MH.
NIP:195712151987031003

AN
Ay
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ANM
Ny

{%\ <

AV

>

AL 7
{AY
T
e
AN
N7
AN
o ¥
R\
Y
N
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